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Nugroho, Hermin. Penyelesaian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan 
Negeri Brebes (Studi Kasus Perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Bbs). Skripsi. Tegal: 
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019. 
Pernikahan yang berakhir dengan suatu perceraian sering membawa 
permasalahan baru, salah satunya pihak suami atau pihak isteri pasti akan mengajukan 
gugatan tentang harta bersama. Harta bersama merupakan masalah yang sangat besar 
pengaruhnya dalam kehidupan suami isteri apabila terjadi perceraian, harta bersama 
sering kali muncul pada saat telah terjadi perceraian atau bahkan pada saat perceraian 
sedang berlangsung atau diproses di Pengadilan Agama. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan ketentuan hukum 
positif terhadap harta bersama pada kasus perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Bbs dan 
mengkaji akibat hukum jual beli atas harta bersama tanpa persetujuan masing-masing 
pihak di Pengadilan Negeri Brebes pada kasus perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Bbs. 
Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan penelitian hukum 
yuridis normatif. Sumber data utama penelitian adalah data sekunder dengan metode 
pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data dilakukan 
secara deduktif dianalisa dengan metode normatif kualitatif. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa 1) Penerapan ketentuan hukum positif 
terhadap harta bersama pada kasus perkara No. 6/Pdt.G/2018/PN Bbs berdasarkan 
ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUP dan Pasal 119 KUH Perdata bahwa harta yang 
diperoleh selama perkawinan berlangsung, menjadi harta bersama. Perolehan hak atas 
objek perkara terjadi pada tahun 2008 dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 
I telah terjadi sejak tanggal 15 Mei 2006 dan bercerai tanggal 26 Oktober 2017. 2) 
Meskipun kualifikasi pembeli yang beritikat baik telah sesuai dengan ketentuan SEMA 
No. 4 Tahun 2016, namun semestinya disadari Tergugat II bahwa jual beli antara 
Tergugat I dan Tergugat II merupakan harta bersama maka tetaplah harus mendasar 
pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUP, sehingga tindakan Tergugat II dalam proses jual 
beli tanah tersebut merupakan kualifikasi pembeli yang tidak teliti dan dikategorikan 
sebagai pembeli yang tidak baik. Akibat hukum jual beli tanah atas harta bersama tanpa 
persetujuan salah satu pihak pada Kasus Perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Bbs adalah 
Akta Jual Beli Nomor 982/2017 tertanggal 21 Desember 2017, batal demi hukum. 
Dengan demikian karena bersumber dari dasar jual beli yang tidak sah maka Sertifikat 
Hak Milik Nomor 02833 atas nama Tergugat II juga tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di 
lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 




Nugroho, Hermin. Settlement of Joint Assets Due to Divorce in Brebes District Court 
(Case Study Case Number 6/Pdt.G/2018/PN.Bbs). Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty 
of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2019. 
Marriage that ends with a divorce often brings new problems, one of which is 
the husband or wife will definitely file a lawsuit about joint property. Joint property is 
a very big problem affecting the life of a husband and wife in case of divorce, shared 
property often arises when a divorce has taken place or even when the divorce is in 
progress or is processed in the Religious Courts. 
This study aims to describe the application of positive legal provisions for joint 
assets in case number 6/Pdt.G/2018/PN Bbs and examine the legal consequences of the 
sale and purchase of joint property without the approval of each party in the Brebes 
District Court in case case Number 6 /Pdt.G/2018/PN Bbs. This type of research is 
library research with normative juridical legal research approaches. The main data 
source of research is secondary data with the method of collecting literature and 
document study data. Data analysis method is deductively analyzed using qualitative 
normative methods. 
The results of the study concluded that 1) The application of positive legal 
provisions for joint assets in case case No. 6/Pdt.G/2018/PN Bbs based on the 
provisions of Article 35 paragraph (1) of the UUP and Article 119 of the Civil Code 
that the assets obtained during the marriage take place, become joint property. The 
acquisition of rights to the object of the case occurred in 2008 and the marriage between 
the Plaintiff and Defendant I has occurred since May 15, 2006 and divorced on October 
26, 2017. 2) Although the qualifications of buyers in good faith are in accordance with 
the provisions of SEMA No. 4 of 2016, but Defendant II should realize that the sale and 
purchase between Defendant I and Defendant II are joint assets, so it must still be based 
on the provisions of Article 35 paragraph (1) of the UUP, so that the actions of 
Defendant II in the process of buying and selling land constitute buyer qualifications 
that are not thorough and categorized as a bad buyer. The legal consequences of buying 
and selling land for joint property without the agreement of one of the parties in Case 
Case Number 6/Pdt.G/2018/PN Bbs is a Deed of Sale and Purchase Number 982/2017 
dated December 21, 2017, null and void. Therefore, because it originates from an illegal 
sale and purchase basis, the Certificate of Ownership Number 02833 in the name of 
Defendant II also does not have legal force. 
Based on the results of this study are expected to be material information and 
input for students, academics, practitioners, and all those who need it in the Faculty of 
Law, University of Pancasakti Tegal. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Penelitian  
Islam menganjurkan kepada orang-orang yang telah memilki kemampuan 
agar segera melangsungkan pernikahan agar terhindar dari perbuatan maksiat. 
Pernikahan merupakan ibadah yaitu suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria 
dengan seorang wanita diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang bahagia, 
sejahtera, kekal dan abadi berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan lahir batin seorang pria dan 
seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang 
bahagia dan kekal sebagaimana ini diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya UU Perkawinan). Namun 
dalam kenyataannya, terkadang keluarga atau rumah tangga yang dibentuk oleh 
ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan dengan berbagai sebab dan alasan.  
Keretakan keluarga/rumah tangga sangat beragam dan muncul terkadang 
tidak diperkirakan sejak awal. Pada awalnya masing-masing pihak beranggapan 
bahwa calon pasangan mereka adalah orang yang tepat mendampingi perjalanan 
hidupnya. Namun perkembangan tidak selamanya berjalan seperti yang diharapkan. 
Problematika yang biasa terjadi dalam biduk rumah tangga menjadi hal yang luar 
biasa ketika tidak ditemukan penyelesaiannya. Hingga klimaknya berujung pada 
perceraian atau perpisahan. 
Pernikahan yang berakhir dengan suatu perceraian pasti akan membawa 
permasalahan baru, dimana salah satu pihak baik pihak suami maupun pihak isteri 
  
2 
pasti akan mengajukan gugatan tentang harta bersama dalam penyelesaian 
perceraian. Harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya 
dalam kehidupan suami isteri apabila terjadi perceraian, harta bersama sering kali 
muncul pada saat telah terjadi perceraian atau bahkan pada saat perceraian sedang 
berlangsung atau diproses di Pengadilan Agama. 
Perceraian, salah satu sengketa rumah tangga yang terburuk yang mungkin 
terjadi bagi siapa saja, perlu mendapat antisipasi dan pembelajaran sebelumnya agar 
para pasangan suami-istri merasa siap dalam menghadapi konflik-konflik yang 
mungkin terjadi di kemudian hari, termasuk masalah pembagian harta bersama 
ketika terjadi perceraian. Salah satu implikasi dari perceraian adalah pembagian 
harta bersama menjadi harta yang dibawa oleh masing-masing pihak pasca 
perceraian. Pembagian harta bersama seringkali menjadi persoalan pelik yang tidak 
tuntas oleh para pihak melalui kesepakatan semata.  
Undang-Undang Perkawinan kita. Dalam Undang-Undang Perkawinan 
setidaknya mengenal 3 (tiga) jenis harta yaitu harta bersama, harta bawaan dan harta 
perolehan. Adapun pengertian masing-masing harta tersebut dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 35 
adalah sebagai berikut: 
1. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta ini 
merupakan harta yang dikuasai bersama selama perkawinan. 
2. Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing pihak sebelum 
proses perkawinan dilakukan. Harta ini dikuasai oleh masing-masing sepanjang 
para pihak tidak menentukan lain. 
3. Harta perolehan adalah harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan. Harta ini 
dikuasai oleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 
Sedangkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) Pasal 85 disebutkan, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak 
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menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Dalam 
Pasal 86 KHI disebutkan, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami 
dan harta istri. Harta istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh 
istri, begitu juga sebaliknya. Pasal 88 disebutkan, jika terjadi perselisihan tentang 
harta bersama antara suami istri, penyelesaiannya adalah di pengadilan.1 Kenyataan 
tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, yang termasuk harta kekayaan dalam 
perkawinan adalah harta bersama suami istri dan harta pribadi masing-masing suami 
istri. 
Hukum Islam tidak mengenal harta bersama dalam perkawinan. Dalam 
hukum Islam dijelaskan bahwa dalam perkawinan laki-laki berkewajiban memberi 
nafkah kepada wanita dan keluarganya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. 
al-Nisa (4):34, wanita diwajibkan menjaga apa yang telah diberikan laki-laki 
(suami) kepadanya dengan sebaik mungkin. Akan tetapi karena menurut agama 
Islam dengan perkawinan menjadilah sang istri syarikat al-rajuli fi al-hayati (kongsi 
sekutu seorang suami dalam melayani bahtera hidup). Maka antara suami istri 
terjadilah syirkah almufawwadlah atau perkongsian tak terbatas. Jika selama 
perkawinan memperoleh harta, maka harta tersebut adalah harta syirkah yaitu harta 
bersama yang menjadi milik bersama dari suami istri. Oleh karena masalah 
pencarian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau syirkah, maka 
untuk mengetahui hukumnya perlu dibahas lebih dahulu tentang macam-macam 
perkongsian sebagaimana telah dibicarakan oleh para ulama dalam kitab fikih.2 
                                                  
1 Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm.146. 
2 Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2006, hlm. 111. 
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Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
Pengaturan harta bersama ini diakui secara hukum, termasuk dalam hal pengurusan, 
penggunaan, dan pembagiannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 1974, Op Cit, Pasal 36 menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami 
atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. 
Ketentuan tentang harta bersama juga diatur dalam hukum Islam. Meskipun 
secara umum dan mendasar tidak diakuinya percampuran harta kekayaan suami istri 
(dalam hukum Islam), ternyata setelah dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah 
harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama halnya dengan ketentuan yang 
berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu harus terpisah dari harta 
bersama itu sendiri. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 86 menyatakan bahwa 
pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena 
perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, 
demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. 
Percampuran harta bersama yang ada di Indonesia ini hanyalah kebiasaan 
turun-temurun yang telah lama dipraktekkan masyarakat Indonesia. Konsep ini 
kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara 
kita.3 Hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga muncul akibat perkawinan 
sebagai perjanjian. Perjanjian perkawinan yang dibuat harus sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tidak adanya perjanjian perkawinan 
                                                  
3 Susanto, Happy, Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian, Jakarta: 
Visimedia, 2003, hlm. 8. 
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yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan dapat memicu perselisihan harta 
bersama antara suami istri. Hal ini dikarenakan terjadi pembauran semua harta 
suami dan istri, kemudian semua harta suami dan istri dianggap sebagai harta 
bersama. Hal ini akan menimbulkan masalah jika porsi pendapatan masing-masing 
harta suami istri tidak berimbang.4 
Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkawinan adakalanya masing-
masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh 
sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau isteri yang telah melakukan 
perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta 
bersama, meskipun hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan 
isteri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus 
rumah tangga dan anak-anaknya.5 
Penyelesaian masalah pembagian harta bersama jarang sekali diselesaikan 
secara tuntas dan memuaskan karena banyak pasangan suami istri yang tidak 
membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah. Padahal, perjanjian ini sangat 
penting sebagai pedoman jika suatu saat nanti pasangan suami istri terpaksa harus 
bercerai karena permasalahan rumah tangga mereka yang tidak bisa diselesaikan 
dengan cara damai. 
Setelah “Lex Superior” menegaskan tentang harta bersama, di dalam Inpres 
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 disebutkan, 
adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya 
                                                  
4 Damanhuri, A., Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Bandung: 
Mandarmaju, 2007, hlm. 3. 




harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 86 KHI menyebutkan, pada 
dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri. Harta istri tetap 
menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, begitu juga sebaliknya. 
Dalam pasal 88 disebutkan, jika terjadi perselisihan tentang harta bersama antara 
suami istri, penyelesaiannya adalah di pengadilan.6 
Kasus perkara pada putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Bbs antara Pengugat 
dan Tergugat I semula terikat dalam perkawinan yang sah yaitu telah melangsungan 
perkawinan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2006 yang tercatat di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes sebagaimana telah dicatatkan dalam 
Kutipan Akta Nikah No. 232/52/V/2006. Selama dalam perkawinan antara 
Penggugat dan Tergugat I menghasilkan harta bersama, yang salah satunya adalah 
Sebidang Tanah Pekarangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02833 atas 
nama Imam Safi’i Bin H. Mohamad Drajat (Tergugat I) seluas ± 162 m² yang 
terletak di Jalan Prof. Moh. Yamin No. 50 RT. 01 RW. 10 Kelurahan Pasar Batang 
Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes berdasarkan Akte Jual Beli No. 468/2008 
tertanggal 17 Juni 2008 yang dibuat di hadapan PPAT Yuni Andaryanti, S.H, Surat 
Ukur 15 Januari 2009 No. 007/Pasar Batang/2009. 
Pada bulan Agustus tahun 2009 di atas tanah tersebut oleh Penggugat dan 
Tergugat I dibangun bangunan permanen rumah toko 2 lantai yang digunakan untuk 
tempat tinggal dan berdagang toko kelontong (selanjutnya disebut obyek sengketa).   
Berdasarkan   putusan   Pengadilan   Agama   Brebes  dalam   Perkara  
                                                  
6 Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 146. 
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No. 3225/Pdt.G/2017/PA.Bbs tertanggal 26 Oktober 2017 dan telah dikeluarkan 
Akta Cerai Nomor: 3992/AC/2017/PA.Bbs tertanggal 15 November 2017, 
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I telah putus karena perceraian. 
Penggugat selama ini berusaha agar masalah pembagian harta bersama dapat 
diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat I tidak pernah 
menanggapi dengan baik dan dengan serius. Tanah obyek sengketa tersebut belum 
pernah dilakukan pembagian harta bersama dan selama ini dikuasai oleh Tergugat I 
dan ternyata telah dijual kepada Tergugat II yang dilakukan di hadapan Tergugat III 
berdasarkan Akta Jual Beli No. 982/2017 tertanggal 21 Desember 2017 tanpa seijin 
dan sepengetahuan dan seijin Penggugat. 
Menurut syari’at Islam seorang hakim dianjurkan untuk berlaku adil dalam 
memutus suatu putusan. Segala keputusan yang diambil harus dipertimbangkan 
dengan baik. Pertimbangan yang baik harus sesuai dengan aturan-aturan yang 
ditetapkan oleh syara’, dan diharapkan pertimbangan hakim harus dihubungkan 
dengan kemaslahatan masyarakat. Hakim sebagai penegak keadilan harus 
memutuskan suatu perkara sesuai yang ditetapkan oleh syari’at. Syari’at 
mengajarkan dalam menyelesaikan perselisihan hakim tidak mengikuti hawa nafsu 
karena ingin menyimpang dari kebenaran. 
Apabila hukum ditegakkan secara adil sesuai dengan ajaran syari'at, maka 
akan tercipta perdamaian dalam masyarakat. Perselisihan harta bersama yang 
ditangani oleh hakim juga harus diselesaikan secara adil tanpa memihak salah satu 
pihak. Penentuan status dan kepemilikan harta bersama harus dilakukan secara teliti 
dan adil sesuai yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan tidak menyimpang 
dari ketentuan syara’. Hal inilah yang membuat penulis berkeinginan untuk 
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mengkaji secara mendalam tentang putusan hakim terkait dengan penyelesaian harta 
bersama akibat perceraian di Pengadilan Negeri Brebes.  
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah 
yang hendak dikemukakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana penerapan ketentuan hukum positif terhadap harta bersama pada 
kasus perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Bbs? 
2. Bagaimana akibat hukum jual beli atas harta bersama tanpa persetujuan masing-
masing pihak di Pengadilan Negeri Brebes pada kasus perkara Nomor 
6/Pdt.G/2018/PN Bbs? 
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mendeskripsikan penerapan ketentuan hukum positif terhadap harta 
bersama pada kasus perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Bbs. 
2. Untuk mengkaji akibat hukum jual beli atas harta bersama tanpa persetujuan 
masing-masing pihak di Pengadilan Negeri Brebes pada kasus perkara Nomor 
6/Pdt.G/2018/PN Bbs. 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun 
dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
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1. Secara Teoritis. Menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata serta 
mengembangkan ilmu di bidang syariah, khususnya dalam bidang perkawinan 
mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian dan menambah bahan 
ilmiah dalam memperkaya studi analisis yurisprudensi serta literatur yang 
membahas tentang pembagian harga harta bersama yang telah diperjualbelikan 
tanpa persetujuan masing-masing pihak. 
2. Secara Praktis. Memberikan kontribusi dalam pengembangan wawasan hukum 
terhadap perkara-perkara yang ada pada perkawinan yaitu perkara pembagian 
harta bersama akibat perceraian sehingga dapat menjadi pembelajaran para 
pasangan suami-istri agar siap dalam menghadapi konflik-konflik yang 
mungkin terjadi di kemudian hari khususnya dalam penyelesaian harta bersama 
akibat perceraian.  
E. Tinjauan Pustaka  
Felicitas Marcelina Waha (2013) Penyelesaian Sengketa Atas Harta 
Perkawinan Setelah Bercerai, Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013. Penelitian 
ini menggunakan tipe penelitian normatif. Pendekatan hukum normatif 
dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada 
norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan 
putusan pengadilan maupun penelaan pustaka (literatur) yang ada kaitannya dengan 
objek penelitian. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa harta perkawinan akibat sengketa 
setelah terjadi perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) 
umumnya dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada 
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ketentuan Pasal 128 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “Setelah bubarnya 
persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara 
para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak 
yang manakah barang-barang itu diperolehnya”. Sementara itu, harta bawaan dan 
harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak 
perlu dibagi secara bersama. Pembagian harta bersama dalam perkawinan (gono-
gini) perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait Keadilan 
yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak 
mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu 
diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Manfaat dibuat 
perjanjian perkawinan bagi kehidupan pribadi masing-masing, para pihak, mereka 
yang membuat perjanjian baik suami maupun istri mempunyai kelapangan dan 
kebebasan bertindak, kebebasan bertindak melakukan tindakan hukum dan 
memanfaatkan.  
Angga Junaidi Pramana (2014) Aspek Hukum Tentang Penyelesaian 
Sengketa Harta Gono Gini Setelah Putusnya Perkawinan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 
2, No. 2 (2014) http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/ 5709. 
Penulisan ini terfokus pada masalah yang timbul jika terjadi perceraian karena 
masing-masing pihak menuntut harta bersama maupun harta bawaan. Oleh karena 
itu, menjadi tugas dari Pengadilan Agama untuk menangani perkara yang diajukan 
padanya perihal perkara harta benda ini secara adil sesuai ketentuan yang berlaku. 
Berbeda halnya bila pemutusan perkawinan itu disebabkan karena salah satu pihak 
meninggal dunia, karena harta benda ini menjadi hak dari salah satu pihak yang 
ditinggalkan dan bertanggung jawab untuk kepentingan anak-anaknya. 
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Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam hal perkawinan, kehidupan 
dalam rumah tangga tak luput dan percecokkan dalam melangsungkan kehidupan 
bersama dalam membentuk keluarga yang bahagia. Akibat dan ketidakcocokan 
tersebut dapat menimbulkan keinginan bagi pihak suami ataupun istri untuk 
bercerai. Bilamana suami yang mengadukan keinginan untuk bercerai melalui 
Pengadilan Agama maka disebut cerai talak sebaliknya bilamana istri yang 
mengadukan keinginan untuk bercerai melalui Pengadilan Agama maka disebut 
cerai gugat. Dan kedua model perceraian tersebut tidak ada dampak negatifnya 
terhadap harta gono-gini (harta bersama), Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 
Tentang Peradilan Agama telah memberikan kemudahan dalam hal ini pembagian 
harta bersama dimana perceraian yang diajukan suami ataupun istri dapat diajukan 
sebagai gugatan rekonfensi seiring dengan perkara pokok (perceraian). Adanya 
pemutusan hubungan yang dilakukan dan pihak yang bersangkutan mengakibatkan 
timbulnya berbagai macam masalah. Diantaranya persoalan menyangkut harta 
benda perkawinan baik perceraian yang diajukan secara bersama-sama dengan 
pembagian harta bersama ataupun harta terpisah (berdiri sendiri). 
Ana Suheri (2015) Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Dilihat Dari 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Berdasarkan Kompilasi 
Hukum Islam, Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2 (2015). Pada prakteknya 
biasanya sebelum terjadi gugatan perceraian atau masih dalam pertengkaran rumah 
tangga, salah satu pihak atau masing-masing pihak sudah menjual harta tersebut 
tanpa sepengetahuan dari suami atau isteri. Dari sinilah biasanya terjadi sengketa 
harta bersama setelah terjadinya perceraian dikarenakan salah satu pihak tidak puas 
dengan pembagian tersebut atau dikarenakan salah satu pihak merasa dialah yang 
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paling banyak mengumpulkan harta bersama tersebut. Salah satu pihak dalam 
gugatan perceraian bisa meminta kepada Pengadilan Agama untuk meletakkan sita 
jaminan terhadap harta bersama tersebut demi keamanan dari pada harta bersama 
tersebut. Dalam masa sita jaminan terhadap harta bersama tersebut juga bisa 
dilakukan penjualan-penjualan terhadap terhadap harta bersama tersebut tetapi atas 
persetujuan dari pengadilan agama.  
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar hukum dari salah satu pihak 
untuk dapat menjual harta bersama tersebut atas persetujuan Pengadialan Agama 
terdapat dalam Pasal 95 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Selama 
masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga 
dengan izin pengadilan agama”. Dalam prakteknya di Pengadilan Agama dalam 
kasus gugatan perceraian yang menimbukan harta bersama dijual oleh salah satu 
pihak (suami atau isteri), hakim membagi dua harta bersama tersebut berdasarkan 
Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Janda atau duda cerai hidup, 
masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain 
dalam perkawinan”. Tetapi apabila harta bersama tersebut dijual oleh salah satu 
pihak sebelum terjadinya putusan pengadilan agama maka, hakim memutuskan 
untuk memperhitungkan harta bersama yang dijual ditambah dengan harta bersama 
yang masih tersisa kemudian dibagi dua. Maksud disini dengan mempertimbangkan 
dibagi dua harta bersama tersebut adalah harta bersama yang dijual suami maupun 
isteri yang belum putusan pengadilan dipertimbangkan siapa yang menjual harta 
tersebut bagian hartanya akan dipotong sesuai dengan harga jual dari harta bersama 
yang berlum terjual atau masih dalam tahap sengketa. 
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F. Metodologi Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 
menggambarkan fenomena permasalahan hukum di dalam masyarakat berkaitan 
dengan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum atau semua 
perbincangan mengenai makna hukum dalam hidup bermasyarakat. Dalam 
penelitian ini penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan 
ketentuan hukum positif dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian terhadap 
harta bersama pada kasus perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Bbs. 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu 
penelitian yang menggunakan data sekunder. Sumber datanya dapat diperoleh 
melalui penelusuran dokumen. Penelitian pustaka yaitu dengan menelusuri literatur 
atau sumber-sumber data yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan lainnya 
yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tema ini. 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis 
normatif. Metode pendekatan ini diartikan sebagai suatu prosedur untuk 
mendapatkan data yang didasarkan secara yuridis normatif yang merupakan 
sumber-sumber hukum primer, hukum tertulis, bahan-bahan hukum sekunder yang 
berkaitan dengan masalah penelitian. Metode pendekatan ini digunakan dengan 
mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan-perundang-
undangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah Case Approach (pendekatan 
kasus) di mana metode ini dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-
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kasus yang berkaitan dengan penyelesaian harga bersama akibat perceraian di 
Pengadilan Negeri Brebes. 
3. Sumber Data  
Sumber-sumber penelitian hukum terdiri dari atas dasar bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan non hukum. Maka sumber dan jenis bahan 
penelitian yang digunakan dalam bahan penelitian ini, meliputi: 
a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 
mempunyai otoritas.  
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan  
2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
b. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan 
dokumen resmi, meliputi: buku tentang harta bersama, buku tentang penelitian 
hukum, dan penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan permasalahan 
penelitian. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 
digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Metode pengumpulan data 
merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui 
pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya 
dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan.  
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a. Studi Kepustakaan, diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk 
mendapatkan konsep-konsep atau teori-teori dan informasi-informas serta 
pemikiran konseptual baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya 
ilmiah lainnya.  
b. Studi lapangan, pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan cara 
mengambil bahan penelitian dari perundang-undangan yang berlaku dan 
dokumen dan literatur yang berhubungan dengan kasus penyelesaian harta 
hersama akibat perceraian seperti putusan pengadilan.  
5. Metode Analisis Data 
Bahan yang telah diperoleh, lalu diuraikan dan dihubungkan dengan 
sedemikian rupa sehingga menjadi sistematis dalam menjawab permasalahan yang 
telah dirumuskan. Data-data tersebut lalu dianalisis, sehingga membantu sebagai 
dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna. Analisis bahan hukum 
dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang 
bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.  
Analisis yang digunakan adalah analisis hukum, yaitu suatu analisis yang 
menggunakan teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, kaidah-kaidah hukum 
untuk menemukan sebuah preskripsi. Analisis data penelitian dalam penelitian ini 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh baik dari studi 
kepustakaan dan dokumen merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif 
kualitatif yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian 
logis dan sistematis selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan 
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penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif dari yang 
bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.  
G. Sistematika Penulisan  
Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis menyusun 
sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 
Bab I  Pendahuluan. Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Konseptual. Bab ini dikemukakan tinjauan umum tentang harta 
bersama yang akan membahas pengertian harta bersama, klasifikasi harta 
dalam perkawinan, ruang lingkup harta bersama, jenis-jenis harta bersama; 
tinjauan tentang ketentuan hukum harta bersama yang membahas harta 
bersama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam serta harta bersama dalam hukum Islam, hak dan 
tanggung jawab suami istri terhadap harta bersama; tinjauan tentang 
perceraian yang membahas pengertian perceraian, akibat perceraian, dan 
pembagian harta bersama dalam perceraian. 
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menjelaskan hasil 
penelitian dan pembahasan mengenai penerapan ketentuan hukum positif 
terhadap harta bersama pada kasus perkara nomor 6/Pdt.G/2018/PN Bbs 
dan akibat hukum jual beli atas harta bersama tanpa persetujuan masing-




Bab IV Penutup. Bab ini terdiri atas simpulan dan saran, dalam hal ini akan 
diuraikan simpulan dan saran-saran dari penulis. 
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BAB II  
TINJAUAN KONSEPTUAL  
 
A. Tinjauan Umum tentang Harta Bersama 
1. Pengertian Harta Bersama  
Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 
menjelaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan yang 
seperti dijelaskan di atas mempunyai mempunyai tujuan untuk memperoleh 
keturunan, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah 
warahmah, juga untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam satu 
perikatan kekeluargaan.  
Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan 
duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk mencukupi kebutuhan 
hidup mereka sehari-harinya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut “harta 
perkawinan”, “harta keluarga” ataupun “harta bersama”.7 Harta bersama merupakan 
salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam 
kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan 
memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh 
status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam 
segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi 
                                                  
7 Wignjodipoero, Soerodjo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: Toko Gunung 
Agung, Jakarta, 1995, hlm. 149. 
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secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang 
mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam 
perkawinan.  
Ketidakpahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta 
bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama secara benar. Oleh 
karena itu, terlebih dahulu dikemukakan beberapa pengertian mengenai apa yang 
dimaksud dengan harta bersama. Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang 
terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia “harta 
dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan 
dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama 
berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama”.8 
Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama 
perkawinan diluar hadiah atau warisan”. Maksudnya adalah harta yang didapat atas 
usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Pengertian tersebut 
sejalan dengan Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan Pasal 35 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:  
a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. 
b. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah 
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 1, huruf f 
memberikan gambaran jelas tentang harta bersama, bahwa “Harta kekayaan dalam 
perkawinan atau syirkahadalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau 
                                                  
8 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemmen Pendidikan dan Kebudayaan, 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 342. 
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bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan 
selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama 
siapapun”. 
Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan 
berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.9 Yurisprudensi 
peradilan agama juga menjelaskan harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam 
masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu 
lewat perantara istri maupun lewat perntara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil 
karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.  
Berdasarkan beberapa pendapat dan analisis di atas bahwa harta bersama 
adalah harta yang didapat atau diperoleh selama perkawinan. Harta tersebut akan 
menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut 
sebelum ada pada saat dilangsungkan perkawinan, kecuali harta yang didapat itu 
diperoleh dari hadiah atau warisan, atau bawaan dari masing-masing suami istri 
yang dimiliki sebelum dilangsungkan perkawinan.  
Harta bersama merupakan harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh 
selama perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, 
isteri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang 
diperoleh dari usaha suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka. 
Ini berarti baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas 
harta bersama dan segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat 
persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama dapat berupa benda  
                                                  
9  Manan, Abdul, Op Cit, hlm. 108-109. 
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berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak 
bergerak dan surat-surat berharga. Sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian 
perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun 
suami berhak atas separoh (seperdua) dari harta bersama atau harta gono gini.  
2. Klasifikasi Harta dalam Perkawinan 
Harta bersama antara suami istri, sebagaimana tertuang dalam undang-
undang perkawinan Pasal 35 ayat (1) akibat adanya ikatan perkawinan. Namun, 
bukan berarti dalam perkawinan yang diakui hanya harta bersama sebab 
berdasarkan KHI Pasal 85, yang juga ditegaskan bahwa “adanya harta bersama 
dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-
masing suami atau istri”.10 Harta benda dalam perkawinan ada tiga macam, sebagai 
berikut :  
a. Harta Bersama  
Harta bersama dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh 
selama perkawinan. Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita 
mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal berkenaan 
harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Harta yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama 
masa perkawinan dikuasai bersama suami istri. Sesuai namanya yakni harta 
bersama suami istri, maka selama mereka masih terikat dalam perkawinan harta 
                                                  
10 Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 201. 
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itu tidak dapat dibagi. Harta itu sama-sama mereka manfaatkan hasilnya dan 
dibagi apabila mereka bercerai, baik cerai hidup atau cerai mati.11
b.  Harta Bawaan  
Harta bawaan adalah “harta benda milik masing-masing suami istri yang 
diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atauyang diperoleh sebagai warisan 
atau hadiah”.12 Tentang macam harta ini, Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat 
(1) mengatur, “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang 
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah 
penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam 
perjanjian perkawianan”.
Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta bersama. Suami 
atau istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan juga 
dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Sebagai Dasar hukumnya 
adalah undang-undang perkawinan Pasal 36 ayat (2), yang mengatakan bahwa, 
“megenai harta bawaan masing-masing suami atau istri mempunyai hak 
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.13
Hal senada juga dinyatakan dalah KHI Pasal 87 ayat (2), “suami dan istri 
mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta 
masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya”. Artinya 
berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh 
masing-masing pasangan tidak bisa diotak-atik oleh pasangan yang lain.  
                                                  
11  Utomo, Setiawan Budi, Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, Jakarta: Gema 
Insani, 2003, hlm. 127. 
12 Susanto, Happy, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian, Jakarta: Visi 
Media, 2008, hlm. 15. 
13 Rofiq, Ahmad, Op Cit, hlm. 200-203. 
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Harta bawaan bisa saja menjadi harta bersama jika sepasang pengantin 
menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat. Atau 
dengan kata lain, perjajian perkawinan yang mereka sepakati menentukan 
adanya peleburan (persatuan) antar harta bawaan dengan harta bersama.14
c. Harta Perolehan  
Harta perolehan adalah “harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi 
oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan 
perkawinan”.15 Harta ini umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah. Harta 
ini tidak diperoleh melalui usaha bersama mereka berdua selama terjadinya 
perkawinan. Bedanya dengan harta bawaan yang diperoleh sebelum masa 
perkawinan, tetapi harta macam ini diperoleh setelah masa perkawinan.  
Sebagaimana halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi, 
baik suami maupun istri, sepanjang tidak ditentukan lain dalam pertjajian 
perkawinan. Dasarnya adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat (2), “suami 
dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas 
harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya”. 
3. Ruang Lingkup Harta Bersama  
Perkawinan tidak menjadikan hak kepemilikan harta suami atau istri 
menjadi berkurang atau hilang. Suami istri tetap mempunyai hak penuh terhadap 
hartanya masing-masing. Akan tetapi, dimungkinkan dalam suatu perkawinan, 
suami istri mengadakan perjanjian percampuran harta kekayaan yang diperoleh 
                                                  
14 Susanto, Happy, Op Cit, hlm. 15 
15  Ibid. 
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suami atau istri selama dalam hubungan perkawinan atas usaha suami atau istri 
sendiri-sendiri atau atas usaha bersama-sama.16 
Terjadinya percampuran harta dapat dilaksanakan dengan mengadakan 
perjanjian secara nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah akad nikah 
dalam suatu perkawinan, baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang 
diperoleh selama perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka sendiri ataupun harta 
pencaharian. Dapat pula ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan 
perundangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami atau istri 
atau kedua-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan yaitu harta 
pencaharian adalah harta bersama suami istri tersebut.17 
Di samping dengan dua cara di atas, percampuran harta kekayaan suami istri 
dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan suami istri itu. Dengan cara diam-
diam memang telah terjadi percampuran harta kekayaan, apabila kenyataan suami 
istri itu bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup. Mencari hidup tidak 
hanya diartikan mereka yang bergerak keluar rumah berusaha dengan nyata. Akan 
tetapi, harus juga dilihat dari sudut pembagian kerja dalam keluarga.18 
Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa 
harta bersama meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan 
saja. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah perceraian menjadi 
harta pribadi masing-masing. Hadiah, hibah, wasiat dan warisan menjadi harta 
pribadi kecuali para pihak berkehendak untuk memasukkan ke dalam harta bersama.  
                                                  
16 Soemiyati, Hukum perkawinan, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, 
Yogyakarta: Liberty, 1997, hlm. 100. 
17 Thalib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, hlm. 84. 
18 Ibid, hlm. 85. 
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Ruang lingkup harta bersama, mencoba memberi penjelasan bagaimana cara 
menentukan, apakah suatu harta termasuk atau tidak sebagai obyek harta bersama 
antara suami istri dalam perkawinan. Baik Pasal 35 ayat (1), Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah menentukan segala harta 
yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta 
bersama.  
Kemudian untuk memperjelas status kepemilikan harta dalam perkawinan, 
termasuk dalam harta bersama atau harta pribadi. Yahya Harahap telah 
mengemukakan tentang ruang lingkup harta bersama yang diperoleh selama 
perkawinan. Gambaran ruang lingkup harta bersama dalam suatu perkawinan, 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Harta yang dibeli selama perkawinan  
Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk 
obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang 
yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama 
suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah 
harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak. 
Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta 
bersama. Tidak menjadi soal siapa dianatara suami istri yang membeli. Juga 
tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Juga 
tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun. Yang penting, harta tersebut 
dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi 
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obyek harta bersama.19 Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli 
barang tersebut berasal dari harta pribadi suami atau istri, jika uang pembelian 
barang secara murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak 
termasuk obyek harta bersama. Harta seperti itu tetap menjadi miliki pribadi 
suami atau istri.  
b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian, dibiayai harta bersama  
Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta 
bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan 
barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah 
terjadi perceraian.20 Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung 
mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta 
dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang 
simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus yang 
seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi 
perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari 
harta bersama, maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian 
tetap masuk kedalam obyek harta bersama.  
c. Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan  
Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta 
yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. 
Namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidak semulus  
                                                  
19 Harahap, Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2003, hlm. 275. 
20 Ibid.  
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dan sesederhana itu. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak 
yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta 
bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya 
berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat 
mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu 
barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan 
keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-
benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak 
berasal dari uang pribadi.21
d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan  
Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta 
bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh 
dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami istri, 
namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri 
akan jatuh menjadi obyek harta bersama.22 Fungsi harta pribadi dalam 
perkawinan, ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. 
Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan 
pemiliknya, namun harta pribadi tidak terlepas dari fungsinya dan dari 
kepentingan keluarga. Barang pokoknya memang tidak diganggu gugat, tapi 
hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi obyek harta bersama. Ketentuan 
ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian 
perkawinan. Jika dalm perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang 
                                                  
21 Ibid, hlm. 277. 
22 Ibid.  
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timbul dari harta pribadi seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami 
istri jatuh menjadi harta bersama. Misalnya rumah yang dibeli dari harta pribadi, 
bukan jatuh menjadi harta pribadi, tetapi jatuh menjadi harta bersama. Oleh 
karena itu, harus dibedakan harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi 
dengan harta yeng diperoleh dari hasil yang timbul dari harta pribadi. Dalam hal 
harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi, tetapi secara mutlak menjadi 
harta pribadi.23
e. Segala penghasilan pribadi suami istri  
Segala penghasilan suami atau istri, baik diperoleh dari keuntungan 
melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan pribadi sebagai 
pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri. Jadi sepanjang 
mengenai penghasilan pribadi suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka 
dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. 
Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, 
sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.  
 
4. Jenis-Jenis Harta Bersama  
Mengenai jenis harta bersama jika memperhatikan asal usul harta yang 
didapat suami istri dapat disimpulkan dalam tiga sumber: 
a. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum kawin baik 
diperolehnya karena mendapat wrisan atau usaha-usaha lainnya, disebut sebagai 
harta bawaan.  
                                                  
23) Ibid, hlm. 278  
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b. Harta masing-masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam 
hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-
sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperolehnya karena hibah, warisan, 
ataupun wasiatuntuk masing-masing.  
c. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas 
usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta 
pencaharian.24 
Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam 
Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 dan 36 sebagai berikut: 
Pasal 35:  
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;  
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh 
masin-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-
masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.  
 
Pasal 36 :  
(1) Mengenai harta bersama suami istri dapat bertinak atas persetujuan kedua belah 
pihak;  
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak 
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. 
 
Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “adanya harta bersama 
dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-
masing suami atau istri”. Adapun jenis-jenis harta bersama didalam pasal 91 
Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:  
(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda 
berwujud atau tidak berwujud.  
(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda 
bergerak, dan surat-surat berharga.  
(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.  
                                                  
24 Soemiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkwinan, Yogyakarta: Liberty, 
1997, hlm. 99. 
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(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas 
persetujuan pihak yang lainnya. 
 
Menurut ketentuan dalam Pasal 100 dan Pasal 121 persatuan harta kekayaan 
meliputi: “harta kekayaan suami dan istri, baik yang bergerak maupun yang tidak 
bergerak, yang sekarang maupun yang kemudian, termasuk juga yang diperoleh 
dengan cuma-cuma (warisan, hibah); segala beban suami dan istri yang berupa 
hutang suami dan istri, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan”.25 
Memperhatikan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa yang 
dianggap harta bersama adalah berupa benda milik suami istri yang mempunyai 
nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan 
hukum yang mengatur. Harta bersama dapat berupa benda berwujud yang meliputi 
benda bergerak dan tidak bergerak serta harta bersama dapat berbentuk surat-surat 
berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan 
kewajiban.  
B. Tinjauan tentang Ketentuan Hukum Harta Bersama  
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Harta bersama diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada bab 
VII dengan judul “harta bersama dalam perkawinan” yang terdiri dari tiga pasal 
yakni Pasal 35, 36 dan 37. Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
jelas terbaca bahwa harta dalam perkawinan itu terdiri dari harta bersama dan harta 
bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan 
perkawinan berlangsung dan oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami dan 
                                                  
25 Afandi, Ali, Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian, Jakarta: Rineka Cipta, 
1997, hlm. 167. 
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istri. Karena demikian sifatnya, maka terhadap harta bersama suami istri dapat 
bertindak hanya atas persetujuan bersama. Sedangkan harta bawaan adalah harta 
yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan selama 
dalam ikatan perkawinan, dan oleh karena itu ia menjadi hak dan dikuasai 
sepenuhnya oleh masing-masing suami atau istri.26 
Pengaturan harta bersama yang demikian sesuai dengan hukum adat, dimana 
dalam hukum adat itu dibedakan dalam harta gono-gini yang menjadi milik bersama 
suami istri, dan harta bawaan menjadi milik masing-masing pihak suami atau istri. 
Diikutinya sistem hukum adat oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai 
hukum nasional adalah sebagai konsekwensi dari politik hukum Indonesia yang 
telah menggariskan bahwa pembangunan hukum nasional haruslah berdasarkan 
hukum adat sebagai hukum kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan 
pancasila.27 
2. Kompilasi Hukum Islam  
Berbeda halnya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 soal harta 
bersama secara singkat hanya dalam tiga pasal, Pasal 35 sampai Pasal 37, maka 
dalam KHI soal harta bersama diatur secara lebih enumeratif mulai Pasal 85 sampai 
Pasal 97. Adapun pengaturan harta bersama secara lebih lanjut, menyatakan:  
a.  Pasal 85  
Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan 
adanya harta milik masing-masing suami atau istri.  
 
b. Pasal 86  
                                                  
26 Abidin, Slamet & Aminuddin, Fiqh Munakahat I, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 182 




(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri 
karena perkawinan.  
(2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga 
harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.  
 
c.  Pasal 87  
(1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh 
masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan 
masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam 
perjanjian perkawinan.  
(2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan 
hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau 
lainnya.  
 
d.  Pasal 88  
Apabila terjadi perselisian antara suami istri tentang harta bersama maka 
penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama.  
 
e.  Pasal 89  
Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya 
sendiri.  
 
f.  Pasal 90  
Istri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang 
ada padanya.  
 
g.  Pasal 91  
(1) Harta bersama sebagai tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda 
berwujud atau tidak berwujud.  
(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda 
bergerak dan surat-surat berharga.  
(3) Harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban  
(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak 
atas persetujuan pihak lainnya.  
 
h.  Pasal 92  
Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau 
memindahkan harta bersama.  
 
i.  Pasal 93  
(1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada harta 
masing-masing.  
(2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan 
keluarga, dibebankan pada harta bersama.  
(3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami.  





j.  Pasal 94  
(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih 
dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.  
(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai 
istri lebih dari seorang sebagai tersebut ayat 1 dihitung pada saat 
berlangsung akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.  
 
k.  Pasal 95  
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c peraturan 
pemerintahan no. 9 tahun 1975 dan pasal 136 ayat 2, suami atau istri dapat 
meminta Pengadilan Agama untuk melakukan sita jaminan atas harta 
bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu 
melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama 
seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.  
(2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk 
kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.  
 
l. Pasal 96  
(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak 
pasangan yang hidup lebih lama  
(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau 
suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang 
hakiki atau matinya secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.  
 
m. Pasal 97  
Janda tergugat cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama 
sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian lain dalam perkawinan. 
3. Harta Bersama dalam Hukum Islam  
Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan 
kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik 
pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung, dalam al-Qur’an 
disebutkan dalam surat an-Nisa’ ayat 32, Artinya: “... bagi orang laki-laki ada 
bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada 
bahagian dari apa yang mereka usahakan ....” 
Ayat tersebut bersifat umum dan tidak hanya ditujukan terhadap suami atau 
istri, melainkan semua pria dan wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya 
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sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan 
dikuasai oleh pribadi masing-masing. Untuk hukum waris ayat tersebut 
mengandung pengertian bahwa setiap pria atau wanita mempunyai hak untuk 
mendapat bagian harta warisan yang ditinggalkan atau diberikan orang tua.28 
Pandangan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri 
sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana 
yang termasuk harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri 
sebelum terjadinya perkawinan, mana harta suami atau istri yang diperoleh secara 
sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara 
bersama selamaterjadinya perkawinan. Pemisahan harta tersebut akan sangat 
berguna dalam pemisahan antara harta suami atau harta istri jika terjadi perceraian 
dalam perkawinan mereka.  
Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama 
perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang 
diberikan suami kepadanya.29 Namun, Al-Qur’an dan hadist tidak memberikan 
ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama 
berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas 
atas nafkah yang diberikan suaminya.  
 
Muhammah Idris Ramulyo dalam bukunya yang berjudul “Hukum 
Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut 
                                                  
28  Kusuma, Hilman Hadi, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, 
Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 117. 
29 Susanto, Happy, Op Cit, hlm. 52. 
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Hukum Islam”, membagi pandangan hukum Islam tentang harta bersama kedalam 
dua kelompok, yaitu kelompok yang memandang tidak adanya harta bersama dalam 
lembaga Islam kecuali dengan konsep syirkah dan kelompok yang memandang 
adanya harta bersama dalam hukum Islam.30  
a. Kelompok yang memandang tidak adanya harta bersama dalam lembaga Islam 
kecuali dengan konsep syirkah 
Pandangan ini tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami 
dan istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan 
dikuasai sepenuhnya, demikian pula harta suami tetap menjadi milik suami dan 
dikuasai sepenuhnya. Dalam pandangan kelompok ini, istri tetap dianggap 
cakap bertindak meskipun tanpa bantuan suaminya dalam soal apapun, termasuk 
dalam hal mengurus harta benda sehingga dianggap bahwa istri dapat 
melakukan segala perbuatan hukum dalam kehidupan masyarakat.  
Kelompok ini memandang bahwa suami tidak berhak atas harta istrinya 
karena kekuasaan istri terhadap harta adalah tetap dan tidak berkurang 
sedikitpun, meskipun mereka berdua diikat dalam hubungan perkawinan. Oleh 
karenanya, suami tidak boleh mempergunakan harta istri untuk keperluan 
belanja rumah tangga kecuali mendapat izin dari istrinya. Bahkan, menurut 
kelompok ini jika suami mempergunakan harta istri tanpa persetujuan darinya 
maka harta itu menjadi hutang suami yang wajib dibayarkan kepada istri kecuali 
jika istrinnya itu bersedia membebaskan tanggungan itu.  
                                                  
30  Ramulyo, Moh. Idris, Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan 
Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hlm. 29. 
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Meskipun demikian kelompok ini memandang bahwa dalam hubungan 
perkawinan istri menjadi “syarikatur rajuly fil hayati”, yaitu kongsi sekutu bagi 
suami dalam menjalani bahtera hidup. Artinya hubungan suami istri merupakan 
suatu bentuk syirkah (kongsi, kerjasama, persekutuan).31 
Harta kekayaan suami dan istri bisabersatu (harta bersama) karena 
adanya pengertaian syirkah semacam itu, harta itu seakan-akan dianggap 
sebagai harta tambahan karena usaha bersama suami istri selama masa 
perkawinan mereka. Jika terjadi perceraian, harta syirkah ini dibagi antara suami 
istri menurut pertimbangan siapa diantara mereka yang lebih banyak yang 
berinvestasi.  
b. Kelompok yang Memandang Adanya Harta Bersama dalam Hukum Islam  
Disamping mengetahui ketentuan yang berlaku dalam undangundang 
perkawinan bahwa harta bersama itu diakui dan diatur dalam hukum posistif. 
Kelompok ini juga memandangan ketentuan tentang harta bersama itu sesuai 
dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Harta bersama yang dimaksud 
adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri setelah hubungan perkawinan 
mereka berlangsung dan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari 
mereka.  
Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami 
istri maka semuanya menjadi satu baik harta maupun anak-anak. Sebagaimana  
yang datur oleh al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 21 yang menyebutkan perkawinan 
sebagai suatu ikatan perkawinan yang suci, kuat dan kokoh (mitsaqah 
                                                  
31 Susanto, Happy, Op Cit, hlm. 54. 
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ghalidhan), artinya perkawinan yang dilakukan melalui ijab Kabul dan 
memenuhi syarat serta rukun perkawinan lainnya seperti wali, saksi, mahar, dan 
I’lanun nikah (pemberitahuan perkawinan) sudah merupakan syirkah antara 
suami dan istri. Oleh karena itu, hal-hal yang berkenaan dengn hubungan 
perkawinan mereka termasuk masalah harta benda menjadi milik bersama.32 
Berdasarkan dua pemetaan pandangan tersebut, sesungguhnya harta bersama 
bisa ditelusuri dalam hukum Islam, baik itu melalui konsep syirkah maupun 
berdasarkan kehendak atau aspirasi hukum Islam itu sendiri. 
4. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri terhadap Harta Bersama  
Ketentuan tentang harta bersama yaitu pasal 35-37 Undang-undang Nomor 
1 Tahun 1974 dan pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam, pada akhirnya menyangkut 
mengenai tanggung jawab masing-masing suami istri antara mereka sendiri ataupun 
terhadap pihak ketiga. Tanggung jawab dalam lingkup suami istri sendiri adalah 
berkaitan dengan pemeliharaan harta bersama. KHI menjelaskan bahwa suami 
bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Istri 
juga turut bertanggung jawab terhadap harta bersama, maupun harta suami yang ada 
padanya. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa suami istri 
mempunyai tanggung jawab bersama dalam pemeliharaan harta bersama. Hal ini 
semata dimaksudkan sebagai perwujudan penegakan kehidupan keluarga menuju  
kehidupan sejahtera dan bahagia. Tanggung jawab suami istri terhadap pihak ketiga 
adalah berkaitan dengan penggunaan harta perkawinan. Dalam penggunaan harta 
                                                  
32  Ramulyo, M. Idris, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 232. 
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perkawinan tersebut dimungkinkan terdapat utang, baik utang bersama maupun 
utang pribadi. Problem yang muncul kemudian adalah tanggung jawab terhadap 
utang tersebut. Untuk mempertegas pembahasan mengenai utang dalam 
perkawinan, lebih dahulu perlu dipahami makna utang dalam kapasitas pribadi 
masing-masing suami istri ataupun utang bersama selama perkawinan. 
Utang bersama merupakan semua utang-utang atau pengeluaran-
pengeluaran yang dibuat, baik oleh suami ataupun istri atau bersama-sama, untuk 
kebutuhan kehidupan keluarga mereka, pengeluaran untuk kebutuhan mereka 
bersama, termasuk pengeluaran sehari-hari. Sedangkan utang pribadi merupakan 
utang-utang yang dibuat suami ataupun istri untuk kepentingan pribadi mereka, 
yang bukan merupakan pengeluaran sehari-hari atau pengeluaran untuk kepentingan 
harta pribadi mereka masing-masing.33 
Berdasarkan hal tersebut, perihal tanggung jawab utang piutang masing-
masing suami istri dapat timbul antara lain bahwa utang-utang yang membebani dari 
masing-masing sebelum perkawinan, utang-utang yang dibuat oleh suami istri untuk 
keperluan pribadinya dan utang-utang sesudah adanya perceraian. Utang pribadi 
suami istri tersebut dibayar dengan menggunakan harta pribadi masing-masing. Hal 
ini dipertegas dengan ketentuan pasal 93 ayat (1) KHI, bahwa “Pertanggungjawaban 
terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing ” . 
Mengacu pada perolehan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama 
perkawinan berlangsung, maka suami istri dalam problematika utang bersama 
mempunyai tanggung jawab terhadap utang bersama tersebut dalam rangka 
                                                  
33 Satrio, J., Hukum Harta Perkawinan, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 74-75. 
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membiayai pengeluaran bersama dalam keluarga. Pengeluaran bersama adalah 
pengeluaran yang diperlukan untuk menghidupi keluarga yang bersangkutan, 
termasuk di dalamnya pengeluaran kebutuhan sehari-hari, pengeluaran untuk 
kesehatan dan pengobatan serta pendidikan anak-anak. Dengan demikian, harta 
bersama menanggung utang bersama. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa 
apabila harta bersama tidak memadai untuk menutup tanggungan utang bersama 
maka dapat diambil dari harta pribadi suami. Apabila harta pribadi suami tidak 
mencukupi, dibebankan pada harta pribadi istri. 
Kewajiban suami mempergunakan harta pribadinya untuk menutup utang 
bersama sebelum mempergunakan harta pribadi istri dalam hal tidak mencukupinya 
harta bersama, menurut penulis adalah terkait dengan kedudukan suami sebagai 
kepala keluarga. Dengan kedudukan tersebut, suami wajib melindungi istri dan 
memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
Artinya suami dengan penghasilannya menanggung nafkah, tempat kediaman bagi 
istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, 
dan biaya pendidikan bagi anak. 
Oleh karena itu, adalah wajar apabila KHI menentukan bahwa apabila 
pelunasan beban utang bersama yang ditutup dengan harta bersama belum cukup 
maka diambilkan dari harta pribadi suami. Dengan kata lain bahwa prioritas utama 
untuk menutup utang bersama setelah dipergunakan harta bersama dibebankan 
kepada harta pribadi suami. Akan tetapi, mengingat harta bersama pada dasarnya 
merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan sedangkan kedudukan 
suami istri berimbang dalam suatu perkawinan baik hak maupun tanggung 
jawabnya maka suami istri mempunyai andil yang sama atas harta bersama.  
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a. Pengurusan Harta Bersama  
Menurut KUHPerdata, suami sendirilah yang berhak mengurus harta 
bersama, termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta 
tersebut. Istri tidak berhak mencampuri kewenangan suami. Dasar ketentuan ini 
adalah bahwa suami yang merupakan kepala rumah tangga yang 
bertanggungjawab terhadap segala urusan yang berkenaan dengan kehidupan 
rumah tangga termasuk dalam hal pengurusan harta bersama.34
Ketentuan tersebut diatur dalam KUHPerdata Pasal 124 ayat 1, “hanya 
suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, 
memindahtangankannya dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali 
dalam hal yang diatur dalam pasal 140”. Artinya, suami memiliki kewenangan 
dalam mengurusharta bersama karena dia merupakan kepala rumah tangga, 
termasuk dalam hal menjualnya, memindahtangankannya dan membebaninya. 
Namun suami tidak diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan dalam 
Pasal 140 ayat 3 yaitu, “mereka juga berhak membuat perjanjian, bahwa 
meskipun ada gabungan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat 
pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman Negara, suarat-surat berharga 
lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama 
perkawinan dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan istri”. 
 
b. Penggunaan Harta Bersama  
Kebersamaan harta kekayaan suami istri, maka harta bersama menjadi 
milik keduanya. Untuk menjelaskan hal ini, ada dua macam hak dalam harta 
                                                  
34 Susanto, Happy, Op Cit, hlm. 26. 
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bersama, yaitu; hak milik dan hak guna. Harta bersama suami istri memang 
sudah menjadi hak milik bersama, namun jangan dilupakan bahwa disana juga 
terdapat hak gunanya. Artinya, mereka berdua sama-sama berhak menggunakan 
harta tersebut dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya. 
Jika suami yang akan menggunakan harta bersama, dia harus mendapat 
persetujuan dari istrinya dan sebaliknya.35 Undang-undang perkawinan pasal 36 
ayat 1 menyebutkan, “mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak 
ataspersetujuan kedua belah pihak”. 
Sebagai contoh, selama masa perkawinan salah satu pihak dari pasangan 
suami istri membeli rumah atau tanah atas nama suami atau istri. Kedua harta 
tersebut merupakan bagian dari harta bersama yang dimiliki secara bersama. 
Jika ada salah satu pihak yang ingin menjualnya, harus mendapat persetujuan 
dari pasangannya. Jika penggunaan harta bersama tidak mendapat persetujuan 
dari salah satu pihak dari keduanya, maka tindakan tersebut dianggap telah 
melanggar hukum karena merupakan tindak pidana yang bisa dituntutsecara 
hukum. Dasarnya adalah KHI pasal 92, “suami atau istri tanpa persetujuan pihak 
lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”. 
 
Suami istri juga diperboleh menggunakan harta bersama sebagai barang 
jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu pihak. Tentang hal ini, 
KHI pasal 91 ayat (4) mengatur, “harta bersama dapat dijadikan sebagai barang 
jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”.  
                                                  
35) Happy Susanto, Op Cit, hlm. 34. 
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Prinsip di atas bertolak belakang dengan prinsip yang diatur oleh 
KUHPerdata dimana pada pasal 124 ayat 1 menentukan bahwa harta bersama 
atau persatuan berada di bawah urusan suami secara mutlak bahkan pada ayat 2 
menyatakan bahwa suami dapat menjual, memindahtangankan dan membebani 
harta bersama tersebut tanpa persetujuan dan campur tangan istri, kecuali 
sebelumnya ada perjanjian perkawinan. Pasal 93 KHI mengatur ketentuan 
hukum harta bersama yang terkait dengan hutang. Ayat 1 pasal itu menyebutkan 
bahwa, “pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada 
hartanya masing-masing”. Artinya, hutang yang secara khusus dimiliki suami 
atau istri menjadi tanggungjawab masing-masing. 
 
C. Tinjauan tentang Perceraian  
1. Pengertian Perceraian  
Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah 
atau putus. Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa 
perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. 
Istilah perceraian menurut undang-undang tersebut sebagai aturan hukum positif 
tentang perceraian menunjukkan adanya: 
a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus 
hubungan perkawinan di antara mereka. 
b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian 
suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan 
langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. 
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c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum 
putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. 
Istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang 
mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berarti berlaki-bini 
(suami istri).36 Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan 
putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Dengan adanya 
perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus.37 
Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan, baik 
itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), ataupun karena istri 
yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. 
Meskipun dalam ajaranagama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila 
diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetapdilakukan didepan 
pengadilan.Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul 
sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.38 
 
Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, 
maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk 
menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara 
suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-
akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang  
                                                  
36 Syaifuddin, Muhammad, dkk, Hukum Percerian, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 15. 
37 Ibid., hlm. 20. 
38 Susilo, Budi, Prosedur Gugatan Cerai, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007, hlm. 17. 
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pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan 
hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi 
berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri 
dalam suatu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutus 
hubungan silaturrahim antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah 
mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah 
mereka putuskan tersebut. 
Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus 
ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. 
Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang 
memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. 
Perceraian sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian, termasuk segala 
keputusan menyangkut konsekuensi perceraian. Misalnya hak asuh anak, kewajiban 
mantan suami kepada mantan istri, pembagian harta gono-gini atau termasuk dalam 
bahasan ini terkait dengan nafkah anak.  
2. Akibat-akibat Perceraian 
Terhentinya perkawinan tidak berlaku surut. Akibat-akibat perceraian itu 
baru timbul pada saat sampai terdaftarnya putusan pengadilan. Hal ini perlu 
diketahui dalam hubungannya dengan pemberian-pemberian karena perkawinan. 
Perkecualian yang diatur dalam Pasal 223 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa 
terhadap pihak yang dikenai putusan perceraian, maka pihak itu kehilangan semua 
keuntungan yang disanggupkan pihak yang lain dalam masa perkawinan.  
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Semua perkawinan yang berakhir dengan perceraian suami istri yang masih 
hidup, maka akibat hukumnya sebagai berikut: 
a. Akibat terhadap Istri 
Dengan putusnya perkawinan, maka semua akibat perkawinan, yaitu 
semua hak dan kewajiban selama perkawinan, menjadi hapus sejak saat itu. 
Bekas istri memperoleh kembali status sebagai wanita yang tidak kawin.39 Maka 
bagi pasangan yang telah bercerai menjadi haram bagi mereka untuk melakukan 
hubungan suami istri. Selain itu mantan suami berkewajiban memberi mut’ah 
kepada istri yang ditalak yakni suatu yang menggembirakan sesuai dengan 
kedudukan dan kemampuan suami.40 
Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah ini secara mendalam yang 
dimuat dalam Pasal 149, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas 
suami wajib: 
1) Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang 
atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul. 
2) Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 
iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyus dan dalam 
keadaan tidak hamil. 
3) Melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya, dan separoh apabila 
qobla al dukhul. 
4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 
umur 21 tahun. 
b. Akibat terhadap Harta Kekayaan 
Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama perkawinan di mana 
istri mempunyai hak yang sama dengan suami bila terjadi perceraian harta 
                                                  
39 Tutik, Titik Triwulan, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka 
Publiser, 2006, hlm. 148. 
40 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 268. 
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bersama diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Pasal 35, 36 dan 37 menyatakan: 
Pasal 35: 
a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 
b) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang 
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah 
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 
Pasal 36: 
a) Mengenai harta bersama suami istri atau istri dapat bertindak atas 
persetujuan kedua belah pihak. 
b) Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak 
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. 
Pasal 37: 
“Bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut 
hukumnya masing-masing”. 
Dalam penjelasan atas Pasal 35, bahwa apabila perkawinan putus, maka 
harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, mempunyai 
cakupan lebih luas dari bunyi Pasal 37, yang membatasi diri sebagai berikut: 
bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut 
hukumnya masing-masing, perpecahan pikiran yang ditimbulkan dari 
pertentangan antara syarat-syarat umum (putus) dan syarat khas (putus karena 
perceraian) bertambah karena dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, sesuatu ketentuan mengenai harta bersama itu, bila 
perkawinan putus bukan karena perceraian. 
Pada penjelasan Pasal 37 (yang sekarang ini) ditunjukkan kepada 
artinya, hukumnya masing-masing yakni jawabannya hukum agama, hukum 
adat dan hukum lainnya. Maka jadinya bila perkawinan putus bukan karena 
perceraian (bukan karena kematian) maka harta bersama diatur menurut Hukum 
Agama bekas suami istri itu dan jika Agama mereka tidak mempunyai Hukum 
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Agama tentang harta bersama, maka diberlakukan Hukum Adat tentang harta 
bersama atau bila tidak ada hidup beragama suami istri berbeda tingkat 
kemasyarakatannya, maka hal-hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan umumnya 
bertentangan dengan Demokrasi Pancasila.41 
c. Akibat terhadap Anak-anak yang Belum Dewasa 
Pasal 229 KUH Perdata menentukan bahwa sesudah putusan perceraian 
dinyatakan, maka setelah mendengarkan pendapat dan pikiran orang tua dan 
keluarga anak-anak yang belum dewasa, maka pengadilan memutuskan 
terhadap tiap-tiap anak itu siapa diantara orang tuanya akan melakukan 
perwalian atas anak-anak itu dengan mengingat apakah mereka masih 
mempunyai kekuasaan orang tua atau tidak (kalau sudah dicabut dan dibebaskan 
maka tidak dapat menjadi wali). 
Siapa yang akan menjadi wali terserah kepada hakim, hanya saja 
penunjukan menjadi wali itu harus memperhatikan kepentingan si anak. 
Penetapan hakim tentang siapa yang menjadi wali berlaku sejak putusan 
perceraian memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Orang tua yang tidak 
ditunjuk sebagai wali dan tidak hadir atas panggilan pengadilan berhak 
mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 30 hari. Begitu juga bagi orang 
tua yang hadir dalam sidang tetapi tidak ditunjuk sebagai wali berhak minta 
banding dalam waktu 30 hari.42 
                                                  
41 Ramulyo, Moh. Idris, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 110. 




Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawian, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 
a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada 
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi 
putusannya. 
b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak; bilamana bapak dalam kenyataannya tak 
dapat memenuhi kewajiban tersebut; pengadilan dapat menentukan bahwa 
ibu ikut memikul biaya tersebut. 
c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 
biaya-biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi 
bekas istri. Berdasarkan ketentuan tersebut meskipun perkawinan telah 
bubar, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak 
mereka, semata-mata untuk kepentingan anak. 
3. Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian 
Harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan 
perkawinan itu sudah terputus. Hubungan perkawinan itu dapat terputus karena 
kematian, perceraian, dan juga putusan pengadilan.43 Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 37 mengatakan “Bila perkawinan putus 
kerena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” dalam 
                                                  
43  Ramulyo, Moh. Idris, Op Cit, hlm. 35. 
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penjelasan tersebut yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam 
penjelasan pasal 37 ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. 
Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa 
bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, 
tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian 
syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat 
separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin. 
Selengkapnya pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “Apabila terjadi cerai 
mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. 
Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya 
hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau 
matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.” Sedangkan pasal 97 
Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Janda atau duda yang cerai hidup masing-
masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam 
perjanjian kawin”.  
Kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau syirkah 
akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat 
dilakukan langsung atau dengan bantuan pengadilan. Al-Qur'an maupun hadits tidak 
menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi 
milik suami sepenuhnya, dan juga tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang 
diperoleh selama masa perkawinan itu menjadi harta gono gini. Sehingga masalah 
ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan cara ijtihad, yaitu dengan 
menggunakan akal pikiran manusia dan dengan sendirinya pemikiran tersebut harus 
sesuai dengan hukum Islam. 
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Menurut hukum perkawinan Islam, istri mempunyai hak nafkah yang wajib 
dipenuhi oleh suami. Maka pada dasarnya harta yang menjadi hak istri selama dalam 
hubungan perkawinan adalah nafkah yang diperoleh dari suaminya untuk hidupnya. 
Kecuali itu, mungkin juga ada pemberian-pemberian tertentu dari suami, misalnya 
perhiasan, alat-alat rumah tangga, pakaian yang biasanya langsung dipakai oleh 
istri.44
Di dalam hukum Islam tidak membahas secara rinci masalah harta gono gini 
suami istri dalam perkawinan, melainkan hanya dalam garis besarnya saja. Sehingga 
menimbulkan penafsiran yang berbeda. Para pakar hukum Islam di Indonesia, 
ketika merumuskan pasal 85-97 KHI, setuju untuk mengambil syirkah abdan 
sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah tentang harta gono gini suami istri. 
Kebolehan dalam melakukan syirkah ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam 
Q.S. Shad, yang artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 
berserikat itu sebagian mereka berbuat lalim kepada sebagian yang lain, kecuali 
orang orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah 
mereka ini.” (Q.S. Shad:24). 
Para perumus KHI melakukan pendekatan dari jalur syirkah abdan dengan 
hukum adat. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan 
’urf sebagai sumber hukum dan sejiwa dengan kaidah al-adatu almuhakkamah. 
Pendapat tersebut memang bisa dibenarkan bahwasanya sebuah kebiasaan atau ’urf 
bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum Islam. Jadi hukum Islam tidak 
menjelaskan tentang adanya harta gono gini. Namun dalam KHI yang merupakan 
                                                  
44  Harahap, Yahya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, hlm. 102. 
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acuan bagi hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara bagi yang 
beragama Islam. 
Gugatan harta bersama bisa diajukan bersamaan dengan permohonan atau 
gugatan perceraian dan bisa juga setelah perceraian berkekuatan hukum tetap 
(inkracht). Dalam sengketa harta bersama selama ini yang diajukan ke Pengadilan 
Agama kebanyakan kumulatif (samenvoeging van vordering). Gugatan harta 
bersama diajukan bersamaan dengan permohonan/gugatan perceraian. Hal ini 
dibolehkan sebgaimana yang disebutkan dalam pasal 86 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1989 berikut: “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah 
istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan 
perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum 
tetap.” 
Maka dari itu, gugatan ditinjau dari segi kuantitas terbagi dua, yakni gugatan 
konvensi dan gugatan kumulasi. 
1. Gugatan konvensi adalah gugatan yang berisi satu tuntutan, satu penggugat dan 
satu tergugat. misalnya perkara gugatan perceraian antara suami dan istri, maka 
yang diminta kepada hakim adalah menjatuhkan talak kepada keduanya. 
2. Gugatan kumulasi (samenvoeging) adalah gugatan yang berisi beberapa 
tuntutan atau beberapa penggugat atau beberapa tergugat. Gugatan kumulasi 
(commulatie) dibagi dua, yakni kumulasi subyektif (lebih dari satu penggugat 
atau tergugat) dan kumulasi obyektif (lebih dari satu tuntutan). Contoh kumulasi 
subyektif banyak terjadi dalam masalah kewarisan, beberapa penggugat 
melawan satu tergugat atau sebaliknya. Contoh kumulasi obyektif misalnya 
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perkara perceraian, namun yang diminta di dalam gugatannya disertakan dengan 
pembagian harta bersama.45
Masalah penerapan pembagian harta bersama dalam cerai hidup, tidak 
begitu menimbulkan persoalan, karena pembagian dapat dilangsungkan secara tunai 
dan langsung antara suami istri, masing-masing mendapat setengah bagian. Lain 
halnya dalam pembagian harta bersama dalam keadaan cerai mati. Dalam masalah 
ini, bisa timbul berbagai masalah yang memerlukan penerapan tersendiri.  
1. Cerai Mati Tanpa Anak  
Dalam hal cerai mati tanpa anak yang dilahirkan dalam perkawinan, 
penerapannya berdasarkan hukum adat dapat beberapa variasi. Misalnya, suami 
meninggal dunia tanpa anak, sehingga yang tingal hanya janda. Dalam kasus 
yang seperti ini ada yang berpendapat bahwa harta bawaan suami maupun harta 
bersama jatuh menjadi warisan janda. Pendapat yang seperti ini dapat dibaca 
dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 2 November 1960 
No.302K/SIP/1960. Dalam putusan ini terdapat uraian pertimbangan yang 
menjelaskan:  
“Menurut hukum adat di seluruh Indonesia, seorang janda perempuan 
merupakan ahli waris terhadap barang asal barang suami, dalam arti bahwa 
sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap ditangan janda 
sepanjang perlu untuk hidup secarapantas sampai ia meninggal atau kawin lagi, 
sedang di beberapa daerah di Indonesia disamping ketentuan itu mungkin dalam 
hal barang-barang warisan amat banyak harganya, janda berhak atas bagian 
warisan seperti seorang anak kandung”.46
 
Jika putusan di atas diuraikan secara lanjut, terdapat beberapa 
penggarisan hukum yang berkenaan dengan harta bersama. Pertama, dalam hal 
                                                  
45 www.lawiindonesia.wordpress.com 
46 Harahap, M. Yahya, Op Cit, hlm. 280. 
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suami meninggal dunia tanpa keturunan, janda akan menguasai dan menikmati 
harta bersama selama ia masih hidup atau selama ia tidak kawin dengan lelaki 
lain, apabila harta bersama yang ditinggalkan hanya sedikit jika dia kawin 
dengan laki-laki, maka harta bersama dibagi dua. Setengah bagian untuk janda 
dan setengah bagian untuk ahli waris mendiang suami. Terlepas dari putusan di 
atas, kita lebih setuju penerapan yang lebih bersifat tuntas, yaitu segera 
menyelesaikan pembagian harta bersama antara janda dengan ahli waris 
mendiang suami. Cara yang demikian terasa lebih adil dan lebih sesuai dengan 
ajaran Islam yang menyuruh penyelesaian harta peninggalan sesegera mungkin 
pada saat harta peninggalan terbuka untuk dibagi.47 
Uraian di atas, sekalipun masalah harta bersama yang hendak diterapkan 
dalam lingkungan peradilan bertitik tolak dan bersumber dari ‘urf atau hukum 
adat yang sudah berekembang di masyarakat dan praktek peradilan, dalam hal 
tersebut peradilan agama harus mampu dan berani mengadakan “modifikasi” ke 
arah yang lebih sesuai dengan maslahat dan jiwa hukum Islam. Khusus 
menghadapi kasus harta bersama yang tidak dikaruniai anak, apabila 
perkawinan pecah karena salah satu pihak meninggal dunia, maka harus segera 
dilakukan pembagian antara pihak yang masih utuh dengan  
ahli waris yang meninggal tanpa mempersoalkan pihak mana yang lebih dahulu 
meninggal. Misalnya, istri yang dulu meninggal maka pembagiannya  
                                                  
47 Ibid, hlm. 281. 
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adalah setengah bagian menjadi bagian duda (suami) dan yang setengah lagi 
jatuh menjadi bagian ahli waris mendiang istri untuk dibagi waris menurut 
ketentuan fara’idl.  
2. Cerai Mati Dan Ada Anak  
Kasus cerai mati dengan meninggalkanketurunan, baikistri (janda) 
maupun anak-anak dapat menuntut pembagian harta bersama. Hal ini dijelaskan 
dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Agustus 1959 No.258/SIP/1959, 
“jadi apabila suami meninggal dunia dengan meninggalkan janda keturunan 
(anak), menurut hukum baik anak-anak atau seorang dari anak maupun janda, 
dapat menunut pembagian harta bersama”.48 
Pada umumnya masyarakat merasa tabu untuk segera membagi harta 
bersama antara janda atau duda dengan anak-anak mereka. Misalkan suami atau 
istri meninggal dunia jarang masyarakat langsung membagi harta bersama 
antara ayah atau ibu dengan anak-anak. Harta bersama tetap dijadikan utuh di 
bawah kekuasaan ayah atau ibu. Padahal dari pengalaman dan pengamatan udah 
banyak contoh tragis sebagai akibat kelakuan dalam pembagian harta bersama 
segera sesaat setalah suami atau istri meninggal dunia. Kemalangan yang akan 
diderita anak-anak dibelakang hari akibatdari kekakuan tersebut, bisa terjadi 
apabila si ibu atau si ayah kawin lagidengan laki-laki atau perempuan lain.  
Oleh karena itu, sudah saatnya kita lebih bersifat prakmatis menghadapi  
kasus ini, jika Pengadilan Agama menghadapikasus yang seperti  
                                                  
48 Ibid, hlm. 282. 
  
55 
ini, sekalipun anak-anak yang ditinggalkan masih kecil-kecil, seharusnya segera 
dilakukan pembagian. Tentukan barang-barang yang menjadi bagian anak-anak, 
sekalipun pengawasan dan perwalian harta berada di tangan ibu atau ayah 
mereka yang penting, pembagian harta bersama harus dilakukan guna memberi 
kepastian dan jaminan bagi nak-anak dan hak mereka atas bagian harta bersama 
peninggalan ibu atau ayah mereka. 
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BAB III  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
Dalam bab ini akan menguraikan dan memberi penjelasan dalam pembahasan 
mengenai hal-hal yang penulis kaji dalam penulisan hukum ini. Penulis mengadakan 
penelitian secara langsung ke lapangan di Pengadilan Negeri Brebes. Dari hasil 
penelitian melalui data yang penulis peroleh secara langsung yaitu berupa Putusan 
Hakim dan Berita Acara Persidangan dalam Perkara Nomor: 07/Pdt.G/2002/PN.Tgl. 
A. Penerapan Ketentuan Hukum Positif terhadap Harta Bersama pada Kasus 
Perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Bbs 
Hukum positif Indonesia mengatur tntang harta bersama. Ketentuan tersebut 
tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu Pasal 
35 sampai Pasal 37. sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam harta bersama diatur 
secara lebih enumeratif mulai Pasal 85 sampai Pasal 97. Ketentuan hukum harta 
bersama juga tertuang dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Kasus harta pertama pada perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Bbs merupakan 
sengketa harta bersama yaitu sebidang tanah pekarangan berdasarkan Sertifikat Hak 
Milik Nomor: 02833 atas nama Imam Safi’i Bin H. Mohamad Drajat (Tergugat I) 
seluas ± 162 m² yang terletak di Jalan Prof. Moh. Yamin No. 50 RT. 01 RW. 10 
Kelurahan Pasar Batang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes berdasarkan Akte 
Jual Beli No. 468/2008 tertanggal 17 Juni 2008 yang dibuat di hadapan PPAT Yuni 
Andaryanti, S.H, Surat Ukur 15 Januari 2009 No. 007/Pasar Batang/2009. Dengan 
batas-batas:  
Utara  : Tanah milik YUSTON 
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Timur  : Tanah milik TROTOAR/ Jl. Prof Moh. Yamin 
Selatan  : Tanah milik Hj. WAHIDAH 
Barat  : Tanah milik IMAM SAFI’I ( SHM No. 02832 ) 
Pada bulan Agustus tahun 2009 di atas tanah tersebut oleh Penggugat dan 
Tergugat I dibangun bangunan permanen rumah toko 2 lantai yang digunakan untuk 
tempat tinggal dan berdagang toko kelontong (selanjutnya disebut obyek sengketa).  
Pengugat dan Tergugat I semula terikat dalam perkawinan yang sah yaitu 
telah melangsungan perkawinan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2006 yang tercatat 
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes sebagaimana telah 
dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 232/52/V/2006. Kemudian perkawinan 
antara Penggugat dan Tergugat I tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan 
putusan Pengadilan Agama Brebes dalam Perkara No.3225/Pdt.G/2017/PA.Bbs 
tertanggal 26 Oktober 2017 dan telah pula dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 
3992/AC/2017/PA.Bbs tertanggal 15 November 2017. 
Tanah obyek sengketa tersebut belum pernah dilakukan pembagian harta 
bersama dan selama ini dikuasai oleh Tergugat I. Penggugat selama ini berusaha 
agar masalah pembagian harta bersamadapat diselesaikan secara musyawarah 
kekeluargaan, akan tetapi Tergugat I tidak pernah menanggapi dengan baik dan 
dengan serius. Ternyata obyek sengketa oleh Tergugat I telah dijual kepada 
Tergugat II yang dilakukan di hadapan Tergugat III berdasarkan AKTA JUAL BELI 
No. 982/2017 tertanggal 21 Desember 2017 tanpa seijin dan sepengetahuan dan 
seijin Penggugat. 
Permasalahan terkait harta bersama dalam kasus tersebut apakah tanah dan 
bangunan yang terletak di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 50 RT. 01 RW. 10 
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Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes yang tercatat pada 
Sertifikat Hak Milik Nomor: 02833(objek perkara) adalah harta yang lahir semasa 
perkawinan Penggugat dan Tergugat I? 
Analisis penulis bahwa berdasarkan Akta Cerai Nomor: 
3992/AC/2017/PA.Bbs tertanggal 15 November 2017, Salinan Putusan Pengadilan 
Agama Brebes dalam Perkara Nomor: 3225/Pdt.G/2017/PA.Bbs tertanggal 26 
Oktober 2017, Akta Cerai dari Tergugat I Nomor 3392/AC/2017/PA Bbs tertanggal 
15 November 2017 diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat I yang 
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2006 dan telah putus karena 
perceraian pada tanggal 26 Oktober 2017. 
Berdasarkan fakta tersebut, maka harta yang lahir pada tenggang waktu 
perkawinan masih berlangsung tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat 
dan Tergugat I. Terkait dengan pokok permasalahan yaitu objek perkara telah 
didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam 
Sertifikat Hak Milik Nomor. 02833 dan dari bukti ini diketahui objek perkara 
tercatat atas nama Tergugat I dengan bukti kepemilikan awal (alas hak) Akta Jual 
Beli tanggal 17-06-2008 No. 46/2008 yang dibuat dihadapan Yusuf Andaryanti, 
S.H., selaku PPAT. 
Mencermati ketentuan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Harta 
bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing 
sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang 
para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri 
mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-
masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya. Ketentuan Pasal 87 KHI 
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tersebut dijadikan dasar Tergugat I bahwa objek perkara adalah pemberian orang 
tua Tergugat I yang bernama H. Mohamad Sudrajat, namun karena alasan ini tidak 
didukung dengan bukti surat sebagai landasan formil untuk menguatkan dalilnya 
tersebut. Jadi perolehan hak atas objek perkara terjadi pada tahun 2008 dan 
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi sejak tanggal 15 Mei 
2006. Objek perkara diperoleh dalam rentang masa perkawinan antara Penggugat 
dan Tergugat I sebelum perceraian sebagai bagian dari harta bersama. 
Bab VII Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, Pasal 
119 KUH Perdata terkait harta benda dalam perkawinan, diatur hal-hal sebagai 
berikut: 
Pasal 35 ayat (1) UUP  
“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”  
 
Pasal 119 KUH Perdata  
“Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama 
menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak ditentukan lain dalam 
perjanjian perkawinan” 
 
Berdasarkan analisis penulis yang telah di paparkan di atas, maka penerapan 
ketentuan hukum positif terhadap harta bersama pada kasus perkara Nomor 
6/Pdt.G/2018/PN Bbs merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUP dan Pasal 119 
KUH Perdata bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, menjadi 
harta bersama sebagai landasan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Brebes, menetapkan hasil penjualan sebidang tanah dan 
bangunan rumah toko 2 lantai berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02833 II 
seluas ± 162 m² yang terletak di Jalan Prof. Moh. Yamin No. 50 RT. 01 RW. 10 
Kelurahan Pasar Batang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes adalah sah harta 
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bersama milik Penggugat dan Tergugat I yang harus dibagi Penggugat dan Tergugat 
I. 
Perbuatan Tergugat I menjual objek perkara tanpa sepengetahuan Penggugat 
adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karena telah dipertimbangkan bahwa 
objek perkara adalah bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat I, maka 
perbuatan Tergugat I menjual objek perkara tanpa pengetahuan Penggugat 
diskualifisir sebagai perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain (Penggugat) 
dan dengan demikian Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. 
Sesuai Butir IX Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 menyatakan 
perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian 
diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah), 
maka hak Tergugat II tetaplah harus dilindungi oleh Hukum.  
B. Akibat Hukum Jual Beli atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Masing-
Masing Pihak di Pengadilan Negeri Brebes pada Kasus Perkara Nomor 
6/Pdt.G/2018/PN Bbs 
Hukum positif maupun hukum Islam hubungan suami/isteri dalam rumah 
tangga harus berlaku baik (ma’ruf) dan seimbang antara hak dan kewajiban 
suami/isteri suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewenangan untuk 
membagi/mengurus harta bersama dengan berlaku adil, tidak mengambil 
keuntungan sendiri dan bila terjadi perselisihan harta bersama antara suami/isteri 
hendaknya diajukan kepada Pengadilan. Pada dasarnya tidak ada kontradiksi antara 




Kasus Perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Bbs, obyek sengketa oleh Tergugat 
I telah dijual kepada Tergugat II yang dilakukan di hadapan Tergugat III 
berdasarkan Akta Jual Beli No. 982/2017 tertanggal 21 Desember 2017 tanpa seijin 
dan sepengetahuan dan seijin Penggugat. Kemudian Tergugat II melakukan 
perbuatan hukum membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02833 menjadi 
atas nama Tergugat II kepada Tergugat IV dan terhadap obyek sengketa sekarang 
dikuasai oleh Tergugat II. 
Tergugat I yang menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II 
dihadapan Tergugat III, dan dilakukan proses balik nama atas obyek sengketa oleh 
Tergugat IV, sedangkan diketahuinya tanah tersebut masih merupakan harta 
bersama Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi, jelas merupakan suatu 
tindakan yang dilandasi Itikat Tidak Baik (Te Kwade Trouw) dan jelas merupakan 
perbuatan melawan hukum dan telah menerbitkan kerugian bagi Penggugat, 
sehingga beralasan secara hukum Para Tergugat dinyatakan telah melakukan 
perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dan sangat merugikan Penggugat. 
Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 
mengatur kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan 
Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut:  
a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan 
dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-
undangan yaitu:  
1) Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau: 
2) Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;  
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3) Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang 
dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:  
- Dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala 
Desa/Lurah setempat).  
- Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan 
berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual 
beli adalah milik penjual.  
4) Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.  
b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah 
yang diperjanjikan antara lain:  
1) Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi 
objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau; 
2) Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;  
3) Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak 
tanggungan, atau;  
4) Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN 
dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang 
sertifikat. 
Berdasarkan ketentuan SEMA tersebut dihubungkan dengan hal berlakunya 
UUPA yang merubah pengertian jual beli tanah yaitu bukan perjanjian sebagaimana 
dimaksud Pasal 1457 Jo Pasal 1458 KUH Perdata (jual beli diangap terlaksana sejak 
diperjanjikan). Jual beli tanah memiliki pengertian yaitu di mana pihak penjual 
menyerahkan tanah dan pembeli membayar harga tanah, maka berpindahlah hak 
atas tanah itu kepada pembeli. Perbuatan hukum perpindahan hak ini bersifat rill, 
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tunai, dan terang. Rill artinya kehendak diikuti dengan perbuatan nyata yaitu 
pembayaran dan pembuatan perjanjian. Tunai artinya penyerahan kewajiban oleh 
pembeli, menyebabkan peralihan hak atas objek tanah seketika terjadi tanpa 
memerlukan penyerahan (levering) secara nyata. Terang artinya jual beli tersebut 
dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. 
Ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta mengenai peralihan hak atas 
objek perkara yaitu Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 44, diketahui bahwa pembelian 
objek perkara dilakukan Tergugat II dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(Tergugat III) dan diketahui pula bahwa Tergugat II membeli tanah objek perkara 
dari orang yang berhak yaitu Tergugat I dimana pada saat jual beli tersebut terjadi 
objek perkara terdaftar atas nama Tergugat I. Nilai jual objek perkara senilai 
Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) atas objek perkara adalah 
nilai yang layak dan prestasi tersebut telah dipenuhi pula oleh Tergugat II.  
Meskipun kualifikasi pembeli yang beritikat baik telah diuraikan dalam 
SEMA Nomor 4 Tahun 2016, namun sudah semestinya disadari oleh Tergugat II 
bahwa dalam proses jual beli yang dilakukan dengan Tergugat I merupakan harta 
bersama maka tetaplah harus mendasar pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga dengan demikian 
tindakan Tergugat II dalam proses jual beli tanah in casu adalah merupakan 
kualifikasi pembeli yang tidak teliti dan dikategorikan sebagai pembeli yang tidak 
baik, akan tetapi oleh karena Tergugat II sebagai pembeli telah melalui prosedur 
yang benar di hadapan PPAT serta pembeliannya sesuai dengan atas nama pemilik 
hak, maka sudah seyogyanya hak-hak Tergugat II haruslah dilindungi oleh Hukum. 
  
64 
Objek perkara merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat I, namun 
demikian oleh karena objek perkara telah dijual Tergugat I kepada Tergugat II dan 
Tergugat II haknya haruslah tetap dilindungi. Dengan dijualnya objek perkara 
kepada Tergugat II pada dasarnya tidak menghapus hak Penggugat untuk 
memperoleh manfaat atas objek perkara. Perolehan manfaat atas objek perkara ini 
dapat diperoleh dengan mendapat bagian atas hasil penjualan objek perkara. 
Terhadap bagian yang dapat diperoleh Penggugat atas penjualan objek perkara tidak 
dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena mengenai sengketa harta 
bersama antara Penggugat dan Tergugat I merupakan kewenangan Pengadilan 
Agama dan perhitungan atas bagian masing-masing pihak harus diperhitungkan 
menurut ketentuan hukum Islam.  
Tanah dalam perkara ini merupakan harta bersama sehingga baik istri 
maupun suami dalam tindakan hukumnya mengenai harta bersama tersebut haruslah 
dilakukan secara bersama karena memiliki hak yang seimbang, yang mana terhadap 
tanah in casu telah dilakukan jual beli oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa 
persetujuan Penggugat, sehingga tindakan Tergugat I dalam proses peralihan hak 
tanah in casu haruslah mendapatkan persetujuan dari Penggugat, disamping itu 
selain telah terjadinya jual beli sesuai Akta Jual beli No. 982/2017 tanggal 21 
Desember 2017 yang dibuat Tergugat III telah pula dilakukan balik nama dalam 
sertifikat Hak Milik No. 02833 dari atas nama Tergugat I kepada Tergugat II melalui 
Tergugat IV. 
Oleh karena proses jual beli tanah pekarangan seluas 162 m² yang diatasnya 
telah terdapat bangunan rumah toko 2 lantai terletak di Jalan Prof. Moh. Yamin No. 
50 Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Pasar Batang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes 
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antara Tergugat I dengan Tergugat II yang merupakan harta bersama dimana masih 
terdapat hak Penggugat, dimana jual beli tersebut tanpa persetujuan dari Penggugat 
sehingga jual beli sesuai Akta Jual Beli No. 982/2017 tanggal 21 Desember 2017 
dan telah pula dilakukan balik nama dalam Sertifikat Hak milik No. 02833 atas 
nama Tergugat I melalui Tergugat IV adalah tidak memiliki kekuatan hukum. 
Jadi berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
akibat hukum jual beli tanah atas harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak 
pada Kasus Perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Bbs adalah Tergugat I dan Tergugat 
II sebagai penjual dan pembeli yang beritikad tidak baik, sehingga Akta Jual Beli 
Nomor 982/2017 tertanggal 21 Desember 2017, batal demi hukum. Dengan 
demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 02833 atas nama Tergugat II seluas ± 162 m² 
yang terletak di Jalan Prof. Moh. Yamin No. 50 RT.01 RW.10 Kelurahan Pasar 
Batang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes juga tidak mempunyai kekuatan 
hukum karena bersumber dari dasar jual beli yang tidak sah. 
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BAB IV  
PENUTUP 
 
A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan di atas 
maka dapat di di tarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan ketentuan hukum positif terhadap harta bersama pada kasus perkara 
No. 6/Pdt.G/2018/PN Bbs berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUP dan 
Pasal 119 KUH Perdata bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan 
berlangsung, menjadi harta bersama. Perolehan hak atas objek perkara terjadi 
pada tahun 2008 dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi 
sejak tanggal 15 Mei 2006 dan bercerai tanggal 26 Oktober 2017.  
2. Meskipun kualifikasi pembeli yang beritikat baik telah sesuai dengan ketentuan 
SEMA No. 4 Tahun 2016, namun semestinya disadari Tergugat II bahwa jual 
beli antara Tergugat I dan Tergugat II merupakan harta bersama maka tetaplah 
harus mendasar pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUP, sehingga tindakan 
Tergugat II dalam proses jual beli tanah tersebut merupakan kualifikasi pembeli 
yang tidak teliti dan dikategorikan sebagai pembeli yang tidak baik. Akibat 
hukum jual beli tanah atas harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak pada 
Kasus Perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Bbs adalah Akta Jual Beli Nomor 
982/2017 tertanggal 21 Desember 2017, batal demi hukum. Dengan demikian 
karena bersumber dari dasar jual beli yang tidak sah maka Sertifikat Hak Milik 
Nomor 02833 atas nama Tergugat II juga tidak mempunyai kekuatan hukum.  
B. Saran  
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1. Majelis Hakim diharapkan dalam memutuskan perkara mengutamakan keadilan 
dan harus mencermati lebih seksama dalam menilai dan menafsirkan undang-
undang yang akan dijadikan pijakan hukum dalam mengambil keputusan 
dengan menyesuaikan perkara yang sedang ditangani. Hakim dalam 
memberikan putusan, perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh faktor 
yang harusnya diterapkan, yaitu keadilan, kemashlahatan, kepastian hukumnya, 
dan manfaat yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. 
2. Masyarakat khususnya kepada keluarga (suami/isteri), jadilah keluarga yang 
sakinah, mawadah, warahmah, tidak ada satu dari mereka yang terdzalimi, bila 
tidak dapat dihindari harus bercerai atau pisah dalam perkawinan hendaknya 
diselesaikan secara baik, dan berkenaan dengan harta gono gini atau harta 
bersama khususnya dapat diselesaikan dengan prinsip keadilan, musyawarah 
karena kedua belah pihak punya hak/kewajiban yang mana bila tidak mencapai 
musyawarah hendaknya ditempuh melalui pengadilan agama, tidak monopoli 
sendiri, kecuali ada suatu perjanjian perkawinan sebelum perkawinan.  
3. Untuk menghindari terjadinya perselisihan dalam pembagian harta bersama 
ketika terjadi perceraian dihimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan 
perkawinan supaya membuat perjanjian mengenai pembagian harta bersama, 
dan pemerintah diharapkan dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat 
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